SALINAN |

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

Menimbang

Mengingat

—

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran 2016;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Gorontalo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244), TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagimana telah diubah beberapa kali, terkahir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2015 Nomor 13;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 sebagai berikut:
a. Pendapatan:

1. Pendapatan asli daerah Rp. 311.223.202.411,81
2. Dana perimbangan Rp.1.232.492.163.694,00
3. lain - lain pendapatan

yang Sah Rp. 40.592.247.474,00

Jumlah Pendapatan Rp.1.584.307.613.579,81



b. Belanja:
1. Belanja Tidak Langsung

a) Belanja pegawai Rp. 286.486.159.255,00
b) belanja bunga Rp. 0,00
¢} belanja subsidi Rp. 0,00
d) belanja hibah Rp. 328.554.311.700,00
e) belanja bantuan sosial Rp. 1.637.500.000,00
f) belanja bagi hasil Rp. 126.689.832.177,00
g) belanja bantuan-

keuangan Rp. 21.778.848.726,00
h) belanja tak terduga Rp. 1.985.882.500,00

Rp. 767.132.534.358,00

2. Belanja Langsung
a) Belanja pegawai Rp. 61.888.416.495,00
b) Belanja barang dan jasa Rp. 469.950.840.796,70
c) belanja modal Rp. 296.922.957.084,00
Rp. 828.762.214.375,70
Jumlah Belanja Rp 1.595.894.748.733,70
Surplus/(Defisit) (Rp. 11.587.135.153,89)

c. Pembiayaan:

1. penerimaan Rp. 68.395.980.920,81
2. pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 68.395.980.920,81
Sisa lebih pembiayaan anggaran
Tahun berkenaan (SILPA) Rp. 56.808.845.766,92
Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam penjabaran laporan realisasi

anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 tercantum dalam lampiran Il Peraturan Gubernur ini.



Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur

ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 23 Agustus 2017
GUBERNUR GORONTALO,
ttd
RUSLI HABIBIE
Diundangkan di Gorontalo

[pada tanggal 23 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR....30

Salinan sesuai dengan aslinya
a Biro Hukum

{;& e nsi Gor alo,
o [SEKRETARATA 2

DAERAH
i *

alrtntengo, S.H., M.H.
Aa Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

ON


aansanggar@gmail.com
Typewritten text
23 Agustus 2017

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
23 Agustus 2017
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